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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum OPD dan Cakupan Pelayanannya

Dinas Sosial Kabupaten Toba mengemban tugas dan fungsi Pemerintah
Kabupaten Toba di Bidang Sosial berdasarkan Peratutan Bupati Toba No.
70 Tahun 2016, yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas, pokok dan
fungsi yaitu: melaksanakan urusan Pemerintah di bidang sosial dan urusan
pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
dengan fungsi sbb:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial,

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum
dibidang sosial;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugas dan fumgsi lainnya.
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dengan
terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang
pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba, dimana terbentuk dinas
teknis yang menangani khusus untik bidang Sosial.
1.2.1  Struktur Organisasi Dinas Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja masing- masing Jabatan dilingkungan Dinas
Sosial sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawabhi 2 ( dua) sub bagian yaitu:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi 2 (

dua) seksi yaitu:
|
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a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
b. Seksi Jaminan Sosial
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, membawabhi 2 ( dua) seksi yaitu:
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, lanjut usia dan Penyandang Disabilitas;
b. Seksi Rehabilitas Sosial tuna susila dan Korban Perdagangan Orang.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan
Penanganan Fakir Miskin, membawahi 2 ( dua) seksi yaitu:
a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Restorasi sosial;

b. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

2.1.2 Uraian Tugas
Uraian tugas dan fungsi masing- masing jabatan sesuai Peraturan
Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja masing- masing Jabatan dilingkungan Dinas Sosial sebagai
berikut:
1. Kepala Dinas, mempunyai tugas;

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan
Jaminan  Sosial, Rehabilitasi Sosial, serta bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan
Jaminan  Sosial, Rehabilitasi Sosial, serta bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial,
serta bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, serta
bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial,
serta bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin;

f. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial,

|
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g. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan;

h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas
kepada Bupati.

2. Sekretariat Dinas, mempunyai tugas;
a.Penyusunan bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Sosial
sesuai lingkup tugasnya;

b.Pengkordinasian penyusunan , Renstra, RKA dan DPA Dinas
Sosial;

c. Pelaksanaan DPA Dinas Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d.Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis,
program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di
Bidang Sosial;

e.Pengelolaan kepegawaian Dinas Sosial;

f. Pengkordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang
Sosial;

g.Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial
sesuai dengan lingkup tugasnya;

h.Pengkordinasian penyusunan laporan keuangan di Bidang
Sosial;

i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaanrumah tangga,
bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
Sosial, serta hubungan masyarakat;

j. Pengelolaan keuangan Dinas Sosial;

k. Pengkordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil
pemeriksaan;

I. Pengelolaan perlengkapan Dinas Sosial diluar prasarana dan
sarana Sosial;

m. Pengordinasian penyusunan laporan asset Dinas Sosial,

Nn.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
Sosial; dan

0. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Sosial.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas;
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, prosedur,norma

dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial,

|
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b.Merumuskan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

c. Mensosialisasikan program dan kegiatan yang berkaitan
dengan bidang perlindungan dan jaminan sosial;

d.Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang penanganan
korban bencana dan pemulihan sosial;

e. Melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan perlindungan dan bantuan jaminan
sosial;

f. Mengendalikan pemberian izin undian dan rekomendasi
pengumpulan warga untuk keperluan bantuan sosial;

g. Mengendalikan pengumpulan data seluruh Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk keperluan
bantuan dan jaminan sosial,

h.Melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap seluruh
program jaminan sosial keluarga yang dilaksanakan pemerintah
seperti PKH dan lain-lain;,.

i. Merumuskan dan mengusulkan perbaikan rumah, ssarana dan
prasarana yang rusak akibat peristiwa bencana;

j. Mengendalikan pemberian bantuan terhadap korban
bencana alam dan bencana sosial lainnya,

k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku;

1. Membuat laporan tentang pelaksanaan seluruh tugas kepada
pimpinan;

m. Melaksanakan penlaian terhadap pelaksanaan tugas kepada
pimpinan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas;

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial anak, lanjut usia,dan penyandang disabilitas, serta tuna
sosial dan korban perdagangan orang;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakandi bidang rehabilitasi

|
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sosial anak, lanjut usia,dan penyandang disabilitas, serta

tuna sosial dan korban

perdagangan orang;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia,dan
penyandang disabilitas, serta tuna sosial dan korban
perdagangan orang;

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia,dan penyandang
disabilitas, serta tuna sosial dan korban perdagangan orang;
dan

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di
bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia,dan penyandang
disabilitas, serta tuna sosial dan korban perdagangan orang;

f. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
Kementerian Sosial;

g. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan
NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada
Kemeterian Sosial;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

i. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada atasan.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,
mempunyai tugas;

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga dan kelembagaan sosial, pemberdayaan
komunitas data terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan
sumber dana bantuan sosial serta pelaksanaan penanganan
fakir miskin;

|
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c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin;

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di
bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

f. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksaan tugas kepada atasan

1.3 Cakupan Layanan Dinas Sosial
1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan sosial

dengan kegiatan pokok:Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT,

Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT,Peningkatan

Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3).

2. Program Rehabilitasi Sosial
Program ini di tujukan untukpeningkatan pelayanan dan
rehabilitasi kesejateraan sosial terhadap PMKS dengan kegiatan
pokok:Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spritual dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial Kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan
Jaminan Sosial dengan kegiatan pokok: Pemantauan Terhadap
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar,Pendataan Fakir
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota, Pengelolaan Data Fakir

Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Penanganan Bencana
Program ini di tujukan untuk penanganan bencana dengan
kegiatan pokok: Penyediaan Sandang, , Koordinasi, Sosialisasi
dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

|
LAKIP DINAS SOSIAL 2023 7



4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program ini ditujukan untuk memelihara sarana dan prasarana
makam pahlawan

5. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa

Program ini di tujukan untuk penguatan idiologi pancasila,

wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan dengan kegiatan

pokok: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka

Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa

1.4 Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Toba pada

Dasarnya adalah :

Tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti Rumah
Singgah ataupun panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah
sehingga orang- orang dengan gangguan jiwa tidak tertangani
secara maksimal

Terdapat beberapa TKSK yang tidak sesuai dengan kriteria
dan kurang memiliki jiwa sosial sehingga pendataan dan
pendampingan terhadap masyarakat menjuadi tidak maksimal
di tiap Kecamatan.

Kurangnya kelengkapan identitas para PMKS yang hendak
dibantu sehingga menghambat proses pemberian bantuan
baik untuk diikut sertakan sebagai penerima BPJS Kesehatan
maupun untuk diinput ke Basis Data Terpadu ( BDT)

Tidak ada penanganan langsung oleh Psikolog terhadap
korban yang mengalami masalah Psikologi

Solusi Hendaknya adanya kerjasama yang baik dengan Dinas terkait

, sehingga identitas setiap PMKS yang akan menrima bantuan bisa

lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki Identitas seperti

KTP/KK dan identitas lainnya

SDM tenaga kerja lapangan kurang dan kurangnya staf di bidang

pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

LAKIP DINAS SOSIAL 2023
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e Ruang Pelayanan Masyarakat tidak tersedia di Dinas Sosial

e Tidak validnya data dari desa / kelurahan sehingga membuat rancu
dalam pemberian bantuan social dari Kementerian baik BST dan
BPNT

LAKIP DINAS SOSIAL 2023



BAB Il
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 — 2026

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan
daripembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas
hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat,
memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan
pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah dan berkelanjutan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang- undang Rl nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.Kabupaten Toba dengan fokus pada 6 (enam) permasalahan
sosial yakni Kemiskinan, Ketelantaran,Disabilitas, Ketunaan Sosial,
Keterpencilan, KorbanBencana, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak
non sosial.

Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah adanya perubahan
paradigma pembangunan yang bergeser ke arah desentralistik dalam suasana otonomi
daerah yang di satu sisi muncul dampak negatif yang berakibat pada peningkatan
kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berbagai
problematikanya.

Dinas Sosial Kabupaten Toba sebagai Perangkat Daerah ( PD ) teknis urusan
wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip to help people to help
themselves (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri), menjadi
landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS agar
mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara mandiri untuk kesejahteraan hidupnya.

Indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba
adalah mengurangi populasi PMKS dengan meningkatkan kualitas hidup PMKS
sertameningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial,
Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat baik
perorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia

usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah,
|
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terpadu, simultan, terintegrasi danberkelanjutan.

Dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru di Kabupaten Toba untuk periode
2021- 2026, sehingga RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Toba mengakibatkan
perubahan visi dan misi memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih
mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan daerah
maupun antar daerah yang penjabarannya diatur dalam Undang — undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Didalam Undang —
undang Nomor 25 Tahun 2004 juga ditetapkan bahwa Kabupaten atau Kota memiliki

Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat diharuskan memiliki Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang menjadi acuan pembangunan masa 5
(ima) tahun ke depan dengan mengacu kepada arah kebijakan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan skala prioritas
RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Dinas Sosial Kabupaten Toba sebagai Perangkat Daerah (PD) teknis urusan
wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap
Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga PMKS mampu
meningkatkan keberfungsian sosialnya secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.
Indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba.
Sekaitan hal tersebut, Kabupaten Toba menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana
Kerja (Renja ) tahunan.

Hal yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan paradigma yaitu pembangunan
yang menekankan pada peningkatan keterlibatan stakeholder dalam penyusunan
Perencanaan Pembangunan yang memiliki makna aspiratif/bottom up yang tinggi
dalam kehidupan demokrasi tanpa terlepas dari aspek nasional, efesien, efektif dan
berkelanjutan.

Dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Toba untuk pembangunan jangka menengah dengan visi Kabupaten Toba
sebagai berikut: Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar,dengan misi
sebagai berikut:

1. Menciptakan infrastruktur yang mantap dan merata;

2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan handal;
I ———————————————————————————
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3. Membangun pertanian dan peternakan makmur dan sejahtera;
4. Menciptakan kesehatan yang prima dan terjangkau;

5. Membangun pariwisata berkat dan meriah;

6. Membangun iman yang terpelihara;

7. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Dengan kepribadian Batak Na Raja yang mengandung pengertian vyaitu
Marugamo, Maradat, Maruhum dan Marparbinotoan. Dinas Sosial Kabupaten Toba
menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021
s/d 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Toba ini antara lain :

1. Menetapkan arah kebijakan program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Dinas
Sosial Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima )
tahun ke depan.

2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan sebagai dasar dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan
dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi
semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam penilaian kinerja.
4. Merumuskan isu-isi strategis di Dinas sosial 5 tahun kedepan
denganmempertimbangkan aspek internal dan external.
Perencanaan Kinerja Dinas Sosial adalah aktivitas pengambilan keputusan di
depan tentang tingkat capaian kinerja yang di inginkan dan dihnubungkan dengan tingkat
pelaksanaan program/ kegiatan. Di dalam perencanaan kinerja juga memberikan target

tentang apa yang harus dicapai dalam setiap Prpgram/ kegiatan dimaksud.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah parameter atau ukuran yang digunakan untuk
menilai kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja lainnya
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKU adalah alat yang
penting dalam manajemen kinerja pemerintahan yang digunakan untuk mengukur
sejauh mana pencapaian kinerja suatu OPD dalam menjalankan tugas dan

fungsinya.

1
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Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)
2023

TARGET
2021 2022 2023

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Persentase PMKS yang

0 0
Tertangani 14.50 % 18.59 % 23.48 %

2 Persentase Penyandang
Cacat Fisik dan Mental serta
Lanjut Usia tidak Potensial | 16.03 % 19.85%

yang telah menerima

24.76 %

Jaminan Sosial
3 Persentase Korban Bencana

yang Menerima Bantuan 100 % 100 % 100 %

Sosial Selama Masa
Tanggap

Darurat Dalam 1 Tahun
Sumber: IKU Dinas Sosial

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas
dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab
secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di OPD
masing- masing.Dengan adanya perjanjian kinerja ini menjadi patokan dan tolak ukur
bagi setiap organisasi yang dilakukan bagi setiap akhir periode pelaksanaan.

Sasaran strategi dan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten
Toba Tahun 2023 dengan Indikator kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

ini

1
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Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 | Meningkatnya Pelayanan 1. Cakupan Kinerja Penunjang Urusan 100%
dan Rehabilitasi .
. . Pemerintah Daerah
Kesejahteraan Sosial
2. Persentase Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina
o 100%
dan berpartisipasi dalam penanganan
masalah kesejahteraan sosial
3. Persentase penyandang cacat fisik dan
mental serta lanjut usia tidak potensial yang | 24.76%
telah menerima jaminan sosial.
4. Persentase PMKS yang Tertangani 23.48%
2. | Meningkatnya 1. Persentase korban bencana yang
Penanganan Korban menerima bantuan sosial selama masa 100%
Bencana Alam dan
Bencana Sosial tanggap darurat dalm 1 tahun
2. Persentase taman makam pahlawan yang
_ 100%
terpelihara
3. Persentase Masyarakat yang menerima
100%
pemahaman wawasan kebangsaan

Sumber : Data Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2023

Selain Indikator diatas Dinas Sosial juga melaksanakan Indikator pendukung yaitu

penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada program

pendukung :
No : . L
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 | Meningkatkan Kualitas 1. Cakupan Kinerja Penunjang Urusan 100%
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
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2. Persentase capaian kinerja perangkat 100%
daerah
3. Cakupan layanan administrasi keuangan 100%
4. Cakupan layanan Admintarsi
_ 100%
Kepegawaian
5. Cakupan Layanan Administrasi Umum 100%
6. Cakupan Peralatan dan Perlengkapan
L 100%
Kinerja Aparatur
7. Jasa penunjang kinerja aparatur 100%
8. Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100%

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator seperti tabel
diatas dilaksanakan melalui program pelayanan administrasi perkantoran, program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur, program pengembangan data informasi dan program perencanaan

pembangunan daerah dengan tingkat capaian 100%.

1
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja
Sasaran strategis Dinas Sosial untuk tahun 2023 pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (2021 - 2026) adalah meningkatnya aktifitas
perekonomian masyarakat.
Adapun capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1. Program Pemberdayaan Sosial

a. Capaian Kinerja

Meningkatnya | Program Persentase

Pelayanan dan | Pemberdayaa | Potensi Sumber

Rehabilitasi n Sosial Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Sosial yang dibina dan

100 % 100 % 100%
berpartisipasi

dalam penanganan
masalah
kesejahteraan

sosial

Sumbaer : Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Bidang Pemberdayaan Sosial
Capaian indikator kinerja penunjang persentase Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan
sosial Tahun 2023 ini adalah sebesar 100% dari target kinerja 100% sehingga
persentase capaian 100%. Realisasi ini diperoleh dari perhitungan penjumlahan 3
kegiatan, berikut uraian kegiatannya :
- Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota
yang meningkat kapasitasnya target 17 orang, dan realisasi 17 orang (100%)
- Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota

target sebanyak 14 keluarga, realisasi 14 keluarga.
I ———————————————————————————
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b. Perbandingan Realiasasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Persentase Potensi  Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)

yang dibina dan berpartisipasi | 100 9% 100 % 100 %
dalam penanganan masalah

kesejahteraan sosial

Trend Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
sejak tahun 2021 berada di angka 100 %. Hal ini disebabkakan jumlah tenaga
kesejahteraan sama dan tetap dari tiap tahun. Dengan demikian, capaian kinerja
Program Pemberdayaan Sosial dalam meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial pada tahun 2023 dapat dikatakan berhasil dengan baik,
mengingat telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini
menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam meningkatkan kapasitas serta
partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan

masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

2. Program Rehabilitasi Sosial

a. Capaian Kinerja

Meningkatnya | Program Persentase
Pelayanan Rehabilitasi | penyandang
dan Sosial cacat fisik dan
Rehabilitasi mental serta 24.76% 80 % 27 80%
Kesejahteraan lanjut usia tidak '
Sosial potensial yang
telah  menerima
jaminan sosial

Sumbaer : Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Bidang Rehabilitasi Sosial
|
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Pada tahun 2023, Program Rehabilitasi Sosial berhasil mencapai capaian
kinerja yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial, khususnya bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut
usia yang tidak potensial. Berdasarkan data, terjadi peningkatan yang
menggembirakan dalam persentase mereka yang telah menerima jaminan sosial.
Pada tahun ini, persentase ini mencapai 27.80%, meningkat dari 14.89% di tahun
sebelumnya dan jauh melampaui target awal sebesar 24.76%.

Hal ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Dinas Sosial, karena
berhasil memberikan perlindungan dan bantuan yang lebih luas kepada lansia,
individu dengan disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Data menunjukkan
bahwa jumlah penerima jaminan sosial pada tahun 2023 mencapai 569 yang terdiri
dari 450 Orang Lansia, 110 Orang Disabilitas, dan 9 Orang ODGJ (Orang Dalam
Gangguan Jiwa) dari total 2047 penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia
tidak potensial, sehingga meningkatkan persentase capaian secara signifikan.

Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan target kinerja :

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak potensial

Target Kinerja = x 100%

0
0
019" 100%

=24.76%

Target Kinerja =

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak potensial

Realisasi Kinerja = x 100%

9
0
2047x 100%

=27.80%

Target Kinerja =

1
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b. Perbandingan Realiasasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Persentase penyandang cacat

fisik dan mental serta lanjut usia

fidak potensial yang telah| 1452% 14.89% | 27.80%

menerima jaminan sosial

Keberhasilan ini juga tercermin dari perbandingan capaian kinerja dari tahun
ke tahun. Dari 14.52% pada tahun 2021, capaian ini terus meningkat menjadi
14.89% di tahun 2022, dan melonjak hingga 27.80% pada tahun 2023. Ini
menunjukkan komitmen dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk terus
meningkatkan kualitas hidup dan akses pelayanan bagi masyarakat yang
membutuhkan.

Dengan demikian, Program Rehabilitasi Sosial telah berhasil memberikan
dampak positif yang nyata dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi
penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial di wilayah
Kabupaten Toba. Tantangan di masa mendatang adalah untuk mempertahankan
dan bahkan meningkatkan capaian ini, sehingga lebih banyak orang yang

membutuhkan dapat merasakan manfaat dari program ini.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Capaian Kinerja

Meningkatnya | Program Persentase

Pelayanan Perlindungan | PMKS yang
dan dan Jaminan | tertangani 23.48 % 7701 %
Rehabilitasi Sosial
Kesejahteraan

Sosial

Sumbaer : Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial

1
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Pada tahun 2023, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berhasil
mencapai capaian kinerja yang sangat menggembirakan dalam meningkatkan
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Data menunjukkan bahwa persentase PMKS yang
tertangani mencapai 77.01%, jauh melampaui target awal sebesar 23.48%.

Tingginya capaian ini tercermin dari jumlah PMKS yang berhasil ditangani oleh

program ini, dengan rincian sebagai berikut :

1. | Anak Berhadapan Hukum (ABH) 15 Orang
2. | Lanjut Usia Terlantar 375 Orang
3. | Penyandang Disabilitas 190 Orang
4. | Korban Bencana Alam 1.985 Orang
5. | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 160 Orang
6. | Keluarga Fakir Miskin 94.896 Orang
7. | Keluarga Bermasalah Sosial 12 Orang

Dari data diatas dapat dihitung capaian kinerja sebagai berikut :

T ¢ Kineria Jumlah PMKS yang tertangani 100%
arget Kinerja = Jumlah PMKS X 0

12.340
52.557

Target Kinerja = x 100%

=23,48%

Jumlah PMKS yang tertangani

Realisasi Kinerja = Jumlah PMKS x 100%
Realisasi Kinerja = —o>>x 100%
ealisasi Kinerja = 5 -——2 % 0

=77.01%

1
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Dari perhitungan, dapat dilihat bahwa target kinerja sebesar 23.48% telah
terlampaui dengan realisasi kinerja sebesar 77.01%. Hal ini menunjukkan upaya
maksimal yang dilakukan dalam menangani beragam masalah sosial yang dihadapi

oleh masyarakat.

b. Perbandingan Realiasasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Persentase
PMKS yang 18.59 % 77.01 %

tertangani

Perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya juga menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Dari 18.59% pada tahun 2021, capaian ini melonjak
tajam menjadi 77.01% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kemajuan yang pesat
dalam menjangkau lebih banyak PMKS dan memberikan perlindungan serta bantuan
yang dibutuhkan. Namun, dinamisnya data PMKS menjadi tantangan tersendiri
karena jumlah PMKS yang sangat tinggi, seperti yang terlihat dari peningkatan jumlah
PMKS yang tertangani dari tahun ke tahun. Untuk itu, di masa mendatang, program
ini akan terus dimaksimalkan dalam memprediksi dan menangani jumlah PMKS yang
terus bertambabh.

Keberhasilan capaian kinerja yang tinggi ini merupakan bukti nyata dari
komitmen dan kerja keras dari Dinas Sosial Kabupaten Toba dalam memberikan
perlindungan, rehabilitasi, dan jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan,
sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi
kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba

4. Program Penanganan Bencana

a. Capaian Kinerja

Meningkatnya | Program | Persentase korban

100 % 100 % 100 %
Penanganan | Penanga | bencana yang

1
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Korban nan menerima bantuan
Bencana Alam | Bencana | sosial selama masa

dan Bencana tanggap darurat

Sosial dalam 1 tahun

Sumbaer : Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada tahun 2023, Program Penanganan Bencana berhasil mencapai capaian

kinerja yang optimal dalam meningkatkan penanganan korban bencana alam dan
bencana sosial. Data menunjukkan bahwa persentase korban bencana yang
menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun mencapai
100%, mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah memberikan respons yang cepat
dan efektif dalam memberikan bantuan kepada korban bencana, baik itu bencana
alam maupun bencana sosial. Selama masa tanggap darurat, bantuan sosial ini
sangat penting untuk membantu korban mengatasi kesulitan dan memulihkan kondisi
mereka pasca bencana.

b. Perbandingan Realiasasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Persentase korban
bencana yang

menerima bantuansosial 176.25 % 264 % 100 %
selama masa tanggap

darurat dalam 1 tahun

Dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya, terlihat bahwa capaian
kinerja selalu melampaui target yang ditetapkan. Dari 176.25% pada tahun 2021,
meningkat menjadi 264% pada tahun 2022, dan stabil pada 100% pada tahun 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target telah tercapai, program ini tetap
memberikan bantuan yang lebih luas dan komprehensif kepada korban bencana.

Namun, penting untuk dicatat bahwa capaian di atas target ini juga
dipengaruhi oleh tidak terprediksinya bencana yang terjadi. Dinamika dan kejadian
bencana yang tidak bisa diprediksi membuat program ini harus selalu siap dan
responsif dalam memberikan bantuan.

Dengan demikian, Program Penanganan Bencana telah berhasil memberikan

1
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kontribusi yang signifikan dalam membantu korban bencana, terutama dalam
memberikan bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Respons yang cepat,
efektif, dan lebih dari target menunjukkan komitmen dan kesiapan program ini dalam
mendukung masyarakat yang terdampak bencana untuk pulih dan bangkit kembali.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
a. Capaian Kinerja

Program Persentase

Pengelolaan | taman makam

Taman pahlawan yang 100 % 100 %
Makam terpelihara
Pahlawan

Sumbaer : Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Bidang Pemberdayaan Sosial

Pada tahun 2023, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mencapai
kesuksesan yang signifikan dengan persentase 100% taman makam pahlawan
yang terpelihara. Capaian ini tercermin dalam perawatan yang baik dari dua taman
makam pahlawan utama, yaitu Taman Makam Pahlawan Sisingamangaraja dan
Taman Makam Bahagia. Realisasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam
menjaga warisan para pahlawan, memastikan tempat-tempat ini tetap terjaga
dengan baik untuk menghormati jasa-jasa mereka.

b. Perbandingan Realiasasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Persentase taman
makam pahlawan yang 100 % 100 % 100 %

terpelihara

Dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tetap stabil
pada 100% sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen
yang konsisten dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan keamanan taman
makam pahlawan sebagai tempat yang sakral bagi bangsa.

Keberhasilan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam
____________________________________________________________________________________________________________________|
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mempertahankan persentase taman yang terpelihara pada 100% selama beberapa
tahun berturut-turut menunjukkan perhatian yang serius terhadap nilai-nilai sejarah
dan penghormatan kepada para pahlawan. Taman makam pahlawan bukan hanya
sekadar tempat pemakaman, tetapi juga merupakan cerminan dari kehormatan dan

rasa syukur bangsa atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh para pahlawan.

6. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a. Capaian Kinerja

Program Persentase
Penguatan | masyarakat
Ideologi yang menerima
_ 100 % 100 %
Pancasila pemahaman
dan Karakter

Kebangsaan

Sumbaer : Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Bidang Pemberdayaan Sosial

Dari Tabel diatas terlihat realisasi Persentase masyarakat yang menerima
pemahaman sebesar 100% yaitu melalui upacara yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Toba.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dinamika
bangsa dan politik, Dinas Sosial Kabupaten Toba merencanakan sebuah program
yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik terkait
hal ini. Namun, setelah melalui evaluasi bersama, kami menemukan bahwa
program ini sebaiknya dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Kabupaten Toba.

Oleh karena itu, program ini akan dialihkan ke Kesbangpol dengan harapan
akan lebih terfokus pada tujuan utamanya, yaitu memperkuat pemahaman
masyarakat terhadap nilai-nilai bangsa dan dinamika politik yang ada. Kesbangpol
merupakan lembaga yang memiliki fokus khusus dalam hal ini, sehingga kami yakin
program ini akan berjalan dengan lebih efektif di bawah koordinasi mereka

1
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b. Perbandingan Realiasasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Persentase masyarakat
yang menerima 100 % 100 % 100 %

pemahaman

Dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja program ini
juga stabil pada 100% sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan
kesinambungan dan konsistensi dalam upaya menyebarkan dan menguatkan
pemahaman tentang ideologi Pancasila serta karakter kebangsaan di kalangan
masyarakat.

Keberhasilan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan pada tahun 2023 merupakan bukti nyata dari komitmen yang kuat untuk
memperkuat dasar negara serta membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan
semangat kebangsaan yang tinggi. Pemahaman yang baik tentang ideologi Pancasila
akan membentuk individu yang berintegritas, patriotik, dan bertanggung jawab
terhadap bangsa dan negara.

Dengan demikian, capaian program ini pada tahun 2023 tidak hanya
mencerminkan keberhasilan dalam mencapai target, tetapi juga menunjukkan bahwa
upaya untuk membangun kesadaran akan ideologi Pancasila dan karakter
kebangsaan terus berlangsung dengan baik. Hal ini menjadi pondasi yang kuat bagi

pembangunan yang berkelanjutan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya.

Selain Indikator diatas Dinas Sosial juga melaksanakan indikator pendukung
yaitu penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada program
pendukung sebagai berikut:

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah

a. Capaian Kinerja

Meningkatkan Program Cakupan
Kualitas Penunjang | Kinerja 100 % 100 %
Penunjang

1
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Pemerintahan Urusan Urusan
Daerah Pemerintah | Pemerintah
Daerah

Sumbaer : Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Bidang Sekretariat
Capaian indikator cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah Tahun 2022 ini
adalah sebesar 100% dari target kinerja 100% sehingga persentase capaian 100%.
Realisasi ini diperoleh dari perhitungan penjumlahan 5 kegiatan. Berikut uraian
kegiatannya :
- Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri
dari Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3 dokumen.
- Administrasi keuangan perangkat daerah berupa penyediaa gaji dan tunjangan
ASN 20 orang/bulan.
- Administrasi umum perangkat daerah terealisasi 100%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi 100%.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

terealisasi 100%.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

1 2 3 4 5 6
1 | Meningkatnya |1. Program 1. Cakupan
Pelayanan dan Penunjang Kinerja
Rehabilitasi Urusan Penunjang
Kesejahteraan Pemerintah Urusan 100% 100%
Sosial Pemerintah
Daerah
2. Program 2. Persentase
Pemberdayaan Potensi
Sosial Sumber 100% 100%
Kesejahteraa

1
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n Sosial
(PSKS) yang
dibina dan

berpartisipasi
dalam
penanganan
masalah
kesejahteraan

sosial
3. Program 3. Persentase
Rehabilitasi penyandang
Sosial cacat fisik
dan mental
serta lanjut
usia tidak 24.76 % | 27.80%
potensial
yang telah
menerima
jainan sosial
4. Program 4. Persentase
Perlindungan PMKS yang 23.48 % 77.01%
Dan Jaminan Tertangani
Sosial
Meningkatnya | 5. Program 5. Persentase
Penanganan Penangan korban
Korban Bencana bencana
Bencana Alam Kesejahteraan yang 100 % 100 %
dan Bencana Sosial menerima
Sosial bantuan
sosial

1
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selama

masa
tanggap
darurat
dalam 1
tahun
6. Program 6. Persentase
Pengelolaan taman
Taman makam
Makam pahlawan 100 % 100 %
Pahlawan yang
terpelihara
7. Program 7. Persentase
Penguatan masyarakat
Idiologi yang
Pancasila dan menerima 100 % 100 %
Karakter pemahaman
Bangsa wawasahn
kebangsaan

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

rencana strategis sudah sesuai.

3.3 Realisasi Anggaran

1. Pagu Anggaran dan Realisasi Program

1 | Program Penunjang Urusan 2.795.543.788 | 2.665.165.600 | 95,34 %
Pemerintahan Daerah Kabupaten
/Kota

2 | Program Pemberdayaan Sosial 372.035.298 332.336.363 89,34 %
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3 | Program Rehabilitasi Sosial 1.112.714.150 | 1.015.238.008 | 91,24 %

4 | Program Perlindungan dan Jaminan| 460.800.145 417.558.527 90,62 %

Sosial

5 | Program Penanganan Bencana 836.328.766 521.489.752 62,35 %

6 | Program Pengelolaan Taman 59.997.483 54.007.576 90,13 %
Makam Pahlawan

7 | Program Penguatan ldeologi 147.240.084 125.546.775 85,27 %
Pancasila dan Karakter bangsa

JUMLAH 5.784.659.714 | 5.131.442.607 | 88,71 %

Sumbaer : DPA dan RFK Dinas Sosial Tahun 2023

2. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan
Pemerintahan/urusan Penunjang/urusan pendukung Pemerintahan sesuai
dengan target dalam Dokumen Anggaran dan masalah yang dihadapi serta
solusi pemecahannya.

Capaian Kinerja keluaran kegiatan pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Toba melaksanakan 7 Program, 13
Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.784.661.716,- dan
realisasi sebesar Rp. 5.131.442.601,- (88,71%) dengan realisasi sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
Memiliki 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
372.035.298,- dan realisasi Rp. 332.366.363,- dengan rincian sebagai berikut:
a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini memiliki target 17 Orang dan realisasi 17 Orang
(100%) dengan anggaran sebesar Rp. 156.022.691,- dan realisasi
sebesar Rp. 128.497.100,- (82,36%).

Dengan realisasi anggaran sebesar 82,36% namun capaian
kinerja mencapai 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja tersebut

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi  Sumber

Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
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Sub Kegiatan ini memiliki target 14 Keluarga dan realisasi 14 Keluarga
(100%). Anggaran sebesar Rp. 152.283.974,- dan realisasi sebesar Rp.
143.199.910,- (94,03%).

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan ini memiliki target 30 Sertifikat/orang dan realisasi 23
Sertifikat/Orang (76,67%). Capaian kinerja rendah dikarenakan Tidak
semua kasus LK3 yang ada dikabupaten Toba dilaporkan ke Dinas
Sosial. Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 63.728.633,- dan
realisasi sebesar Rp. 60.669.353,00,- (95,20%)

2. Program Rehabilitasi Sosial

Memiliki 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

1.112.714.150,- dan realisasi Rp. 1.015.238.008,- dengan rincian sebagai

berikut :

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial
Sub Kegiatan ini memiliki target 35 Orang dan realisasi 9 Orang
(25,71%). Capaian kinerja rendah karena laporan ODGJ tidak semua
disampaikan ke Dinas Sosial. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.
61.639.697,- dan realisasi sebesar Rp. 47.511.077,- (77,08%).

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta, Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Sub Kegiatan ini memiliki target 450 Orang dan realisasi 450 Orang
(100%) dengan anggaran sebesar Rp. 687.324.324,- dan realisasi
sebesar Rp. 649.787.747,00,- (94,54%).

Dengan realisasi anggaran sebesar 95,54% namun capaian kinerja
mencapai 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja tersebut

Peran aktif para stakeholder (Camat dan pemerintah desa) dalam

membantu Dinas Sosial Kabupaten Toba pada pendataan dan verifikasi
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kelayakan penerima bantuan menjadi salah satu faktor pendukung
keberhasilan kegiatan ini.

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyedia Alat Bantu
Sub Kegiatan ini memiliki target 100 Orang dan realisasi 110 Orang
(110%). Realisasi melewati target dikarenakan pada saat perubahan
DPA target tidak diubah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.
163.750.129,- dan realisasi sebesar Rp. 135.809.849,00,- (82,94%).

Pada kegiatan ini realisasi anggaran sebesar 82,94% namun
capaian kinerja mencapai 110%, sehingga terdapat efisiensi dalam
penggunaan anggaran.

Adapun faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini yaitu adanya
peran aktif para stakeholder (Camat dan pemerintah desa) dalam
membantu Dinas Sosial Kabupaten Toba pada pendataan dan verifikasi
kelayakan penerima bantuan

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA
Sub Kegiatan ini memiliki target 100 Orang dan realisasi 130 Orang
(130%). Realisasi melewati target dikarenakan pada saat perubahan
DPA target tidak diubah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 182.129.335,00,- (91,06%).

Pada kegiatan ini realisasi anggaran sebesar 91,06% namun
capaian kinerja mencapai 130%, sehingga terdapat efisiensi dalam
penggunaan anggaran. Hal ini bisa terlaksana dikarenakan kolaborasi
Dinas Sosial dengan para stakeholder (Camat dan pemerintah desa) dan
juga antusias masyarakat untuk menerima bimbingan sosial.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Memiliki 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

460.800.145,- dan realisasi Rp. 417.558.527,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :
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- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini memiliki target 155.715 Orang dan realisasi 126.770
Orang (81,41%) dengan anggaran sebesar Rp. 227.376.415,- dan
realisasi sebesar Rp. 208.633.544,- (91,76%).

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan ini memiliki target 50 keluarga dan realisasi 160 keluarga
(320%). Realisasi melewati target dikarenakan pada saat perubahan
DPA target kinerja tidak diubah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.
96.005.540,- dan realisasi sebesar Rp. 74.842.491,00,- (77,96%).

- Sub Kegiatan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Sub Kegiatan ini memiliki target 40 Orang dan realisasi 90 Orang (225%).
Realisasi melewati target dikarenakan pada saat perubahan DPA target
kinerja tidak diubah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.
137.418.190,- dan realisasi sebesar Rp. 134.082.492,00,- (97,57%).

4. Program Penanganan Bencana
Memiliki 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
836.328.766,- dan realisasi Rp. 521.489.752 (62,35%),- dengan rincian
sebagai berikut :
a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyedia Sandang
Sub Kegiatan ini memiliki target 607 Orang dan realisasi 834 orang
(137,40%) realisasi ini melewati target dikarenakan tidak terprediksinya
bencana yang terjadi. Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.
767.928.766,- dan realisasi sebesar Rp. 460.289.752,- (59,94% ).

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana
Sub Kegiatan ini memiliki target 19 Orang dan realisasi 19 Orang (100%),
dengan rincian sub kegiatan yaitu pemberian tali asih/honorarium tenaga

kesejahteraan sosial dengan anggaran sebesar Rp. 68.400.000,- dan
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realisasi sebesar Rp. 61.200.000,- (89,47% ).

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Memiliki 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
59.997.483,- dan realisasi Rp. 54.077.576,- (90,13%),- dengan rincian
sebagai berikut :

a. Kegiatan  Pemeliharaan Taman Makam  Pahlawan  Nasional

Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Sub Kegiatan ini memiliki target 2 makam pahlawan dan realisasi 2
makam pahlawan (100%), dengan anggaran sebesar Rp. 59.997.483,-
dan realisasi sebesar Rp. 54.077.576,00 ,- (90,13% ).

6. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Memiliki 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
147.240.084,- dan realisasi Rp. 125.546.775,- (85,27%),- dengan rincian
sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasann Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Sub Kegiatan ini memiliki target 300 Orang dan realisasi 300 Orang
(100%). Anggaran sub kegiatan inisebesar Rp. 147.240.084,- dan
realisasi sebesar Rp. 125.546.775,- (85,27% ).

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Memiliki 5 kegiatan dengan 12 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
2.795.543.788,- dan realisasi Rp. 2.665.165.600,- dengan rincian sebagai
berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu

- Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencana Perangkat Daerah
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Sub Kegiatan ini memiliki target 3 Dokumen dan realisasi 3 Dokumen
(100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 33.821.196,- dan realisasi
sebesar Rp. 29.608.758,00,- (87,54 %)
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan ini memiliki target 35 Orang/bulan dan realisasi 20
Orang/bulan (57,14%) dengan anggaran sebesar Rp. 1.981.633.222,-
dan realisasi sebesar Rp. 1.943.809.472,00,- (98,09%). Capaian target
kinerja rendah karena untuk mengantisipasi apabila terjadi penambahan
pegawai.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan yaitu

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan ini memiliki target 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100 %)
dengan anggaran sebesar Rp. 2.904.500,- dan realisasi sebesar Rp.
2.904.500,- (100%)

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan ini memiliki target 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100 %)
dengan anggaran sebesar Rp. 74.921.485,- dan realisasi sebesar Rp.
74.382.352,- (99,28%)

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan ini memiliki target 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100 %)
dengan anggaran sebesar Rp. 5.565.657,- dan realisasi sebesar Rp.
5.560.671,- (99,91%)

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Sub Kegiatan ini memiliki target 4 Dokumen dan realisasi 2 Paket (50%)
dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.
5.395.000,- (77,07%). Capaian kinerja rendah karena tidak merubah
target kinerja pada saat penyusunan DPPA.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini memiliki target 8 laporan dan realisasi 8 laporan (100
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%) dengan anggaran sebesar Rp. 236.670.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 171.063.786,- (72,28%)
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini memiliki target 12 laporan dan realisasi 12 laporan (100
%) dengan anggaran sebesar Rp. 25.124.300,- dan realisasi sebesar Rp.
18.775.770,- (74,73%)

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan ini memiliki target 12 laporan dan realisasi 12 laporan (100
%) dengan anggaran sebesar Rp. 251.310.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 251.310.000,- (100%)

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan ini memiliki target 14 unit dan realisasi 12 unit (85,71%)
dengan anggaran sebesar Rp. 150.182.568,- dan realisasi sebesar Rp.
146.104.884,- (97,28%)

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Sub Kegiatan ini memiliki target 14 unit dan realisasi 12 unit (85,71%)
dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.
5.700.415,- (67,86%)

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini memiliki target 25 unit dan realisasi 25 unit (100%)
dengan anggaran sebesar Rp. 18.010.860,- dan realisasi sebesar Rp.
10.550.000,- (58,58%). Serapan anggaran rendah dikarenakan

beberapa peralatan kerja masih dalam kondisi baik.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun capaian kinerja 7 program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Toba
mendukung pencapaian 7 indikator tujuan. Sebagai bahan perbaikan kedepan, akan
diperhatikan untuk menetapkan target kinerja yang tepat.

Sasaran strategi Dinas Sosial Kabupaten Toba yaitu meningkatnya aktifitas
perekonomian masyarakat dapat terlaksana dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran
dan indikator kinerja daerah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ada
pada Dinas Sosial Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023.

Dinas Sosial Kabupaten Toba telah berhasil mencapai atau bahkan melampaui
target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun, masih ada beberapa
catatan terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja tertentu
yang perlu diperhatikan untuk tahun-tahun mendatang. Secara keseluruhan, pencapaian
ini adalah hal yang positif dan menunjukkan peran yang sangat penting dari Dinas Sosial
dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan laporan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba untuk tahun
2023, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yaitu meningkatkan sistem monitoring
dan evaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan terus
mengalami peningkatan kualitas dan efisiensi.

2. Optimalisasi Pelaporan dan Monitoring Kinerja:

- Diperlukan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan terintegrasi untuk

memudahkan pengawasan dan evaluasi capaian kinerja setiap program.

- mplementasi teknologi informasi dalam pelaporan dan monitoring dapat

membantu mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan.

3. Memastikan anggaran dialokasikan secara proporsional dengan capaian yang
diharapkan, dengan mengutamakan program yang memiliki dampak sosial yang
signifikan.

4. Penyempurnaan Data dan Pelaporan:

- Menyempurnakan sistem pengumpulan data terkait penyandang masalah
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kesejahteraan sosial untuk meningkatkan akurasi capaian kinerja.
- Melakukan pelaporan yang lebih terperinci dan berkala untuk memastikan
transparansi dan akuntabilitas program-program yang dilaksanakan.
Dengan melakukén perbaikan dan implementasi saran-saran di atas, diharapkan
capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Toba dapat terus meningkat, memberikan
dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Demikian Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial Kabupaten Toba Tahun 2023 ini di
perbuat dengan sangat sederhana untuk menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja
dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang

Balige, Februari 2024
tepala Dinas Sosial

sPrALO HARTONO SIMANJUNTAK, M.Si
“MBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670310 199203 1 004
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